PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 41 TAHUN 2006
TENTANG
PERI ZI NAN MELAKUKAN KEG ATAN PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN BAG
PERGURUAN TI NGE ASI NG LEMBAGA PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN
ASI NG BADAN USAHA ASI NG DAN ORANG ASI NG

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang- Undang
Nonor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliti an,
Pengenbangan, dan Penerapan || mu Penget ahuan dan Teknol ogi, perlu
menet apkan Peraturan Penerintah tentang Kegiatan Penelitian dan
Pengenbangan Perguruan Tinggi Asing, Lenbaga Penelitian dan
Pengenbangan Asi ng, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penel i ti an, Pengenbangan, dan Penerapan || nu Pengetahuan dan
Teknol ogi (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nonor 84, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
4219);

MEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN  PEMERI NTAH TENTANG PERI ZI NAN  MELAKUKAN KEQ ATAN
PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN BAG PERGURUAN TINGE ASING LEVBAGA
PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN ASI NG BADAN USAHA ASI NG DAN

ORANG ASI NG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud dengan :

1. I mu pengetahuan adal ah rangkai an penget ahuan yang digali
di susun, dan di kenbangkan secara sistematis dengan
menggunakan pendekat an tertentu yang di | andasi ol eh
met odol ogi il mah, bai k yang ber si f at kuantitatif,

kualitatif, maupun eksploratif untuk nenerangkan penbuktian
gejal a al am dan/ atau gej al a kemasyar akat an tertentu.

2. Teknol ogi adal ah cara atau netode serta proses atau produk
yang dihasilkan dari penerapan dan penanfaatan berbagai
disiplin ilmu pengetahuan vyang nenghasilkan nilai bag

penenuhan  kebut uhan, kel angsungan dan peningkatan nutu
kehi dupan manusi a.

3. Penel i tian adal ah kegi atan yang di | akukan menurut kai dah dan
netode ilmah secara sistematis untuk nenperol eh infornasi
data dan keterangan yang berkaitan dengan penahanman dan



10.

11.

(1)

(2)
(3)

penbukti an kebenaran atau ketidakbenaran suatu asunsi dan/
atau hi potesis di bidang il nmu pengetahuan dan teknol ogi serta
menari k kesinpulan ilmah bagi keperluan kemajuan il mnu
penget ahuan dan teknol ogi .

Pengenbangan adal ah kegiatan il mnm pengetahuan dan teknol ogi

yang bertuj uan nemanf aat kan kai dah dan teori il nu penget ahuan
yang telah terbukti kebenarannya untuk neningkatkan fungsi
manfaat, dan aplikasi ilnm pengetahuan dan teknologi yang

tel ah ada, atau nenghasil kan teknol ogi baru.

Perguruan tinggi asing adalah |[|enbaga yang nel aksanakan
kegi atan pendidi kan dan pengajaran, baik swasta maupun
peneri ntah yang didirikan tidak berdasarkan hukum | ndonesi a.
Lenbaga penelitian dan pengenbangan asi ng adal ah | enbaga yang
nmel aksanakan kegi atan penelitian dan/atau pengenbangan, baik
swasta nmaupun penerintah yang didirikan tidak berdasarkan
hukum | ndonesi a.

Badan usaha asing adal ah badan atau | enbaga berbadan hukum
bai k swasta maupun penerintah yang didirikan tidak
ber dasar kan hukum | ndonesi a.

Orang Asing adal ah orang dan/ atau kel onpok orang yang bukan
war ga negara | ndonesi a.

Lenbaga penj am n adal ah orang perorangan yang berdomsili d
| ndonesia atau di luar negeri dan |enbaga atau organi sasi
yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri yang
berti ndak sebagai penj am n kegi at an penelitian dan

pengenbangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing
serta orang asing.

Mtra Kerja adal ah | enbaga penelitian dan pengenbangan dan/
atau perguruan tinggi penerintah dan/ atau swasta berbadan
hukum | ndonesi a.

Ment er i adal ah Ment eri yang nmenyel enggar akan urusan
peneri ntahan di bi dang penelitian, pengenbangan, dan
pener apan il mu penget ahuan dan teknol ogi .

BAB | |
PERI ZI NAN KEG ATAN PENELI Tl AN
DAN PENGEVMBANGAN

Bagi an Kesatu
Kewenangan Penberian |zin

Pasal 2
Kegi atan penelitian dan pengenbangan ol eh perguruan tinggi

asi ng, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng, badan usaha
asing, dan orang asing di wlayah Negara Kesatuan Republik

| ndonesi a dil akukan atas dasar izin tertulis dari instansi
peneri ntah yang berwenang.
lzin tertulis dari instansi penerintah yang berwenang

sebagai mana di maksud pada ayat (1) diberikan ol eh Menteri

Menteri dal am nmenberikan izin tertulis sebagai mana di maksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas
obyek perijinan dan sifat kerugian yang dapat ditinbul kan



dari kegi atan penelitian dan pengenbangan.

Bagi an Kedua
Qoyek Peri zi nan

Pasal 3

(1) Cbyek perizinan kegiatan penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 2 ayat (3), disusun dalam
daftar kegi atan penelitian dan pengenbangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut nengenai daftar kegiatan penelitian
dan pengenbangan sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri

Pasal 4

(1) Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugi an yang dapat
di ti nmbul kan dari kegiatan penelitian dan pengenbangan ol eh
instansi penerintah yang berwenang dikoordi nasi kan ol eh
Menteri .

(2) Penilaian sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan nenper hati kan dan nenperti nbangkan antara | ain

kemanfaatan il mu penget ahuan dan teknol ogi

hubungan | uar negeri;

kel estarian |ingkungan hi dup;

politik;

pert ahanan;

keamanan;

sosi al ;

budaya;

agama; dan

: ekonom .

(3) Menteri dalam nel akukan penil ai an sebagai mana di naksud pada
ayat (1) dapat nenbentuk tim koordi nasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut nengenai penbentukan tim koordi nasi
di atur dengan Peraturan Menteri.

TTrereanoe

Bagi an Keti ga
Tata Cara Peri zi nan

Pasal 5

Per rohonan izin penelitian dan pengenbangan bagi perguruan tinggi
asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha
asi ng dan orang asi ng di aj ukan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 6

Pengaj uan pernohonan izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5

di sertai dengan kel engkapan persyarat an:

a. rencana kegi atan penelitian dan pengenbangan;

b. surat keterangan rekonmendasi atau persetujuan dari |enbaga
penj am n; dan

C. surat keterangan kerjasama dengan mtra kerja dari |enbaga



penelitian dan pengenbangan dan/atau perguruan tinggi di
| ndonesi a.

Pasal 7

Rencana kegi atan penelitian dan pengenbangan sebagai nana di maksud

dalam Pasal 6 huruf a sekurang-kurangnya nenuat keterangan

nmengenai :

a. perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan usaha asing, dan orang asi ng yang bersangkut an;

b. nama peneliti perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan
pengenbangan asi ng, dan badan usaha asi ng yang bersangkut an;

C. maksud dan tujuan penelitian dan pengenbangan;

d. obyek dan bi dang penelitian dan pengenbangan;

e. | okasi dan daerah dil aksanakannya kegiatan penelitian dan

pengenbangan; dan
keuntungan kegi atan penelitian dan pengenbangan bagi Bangsa
| ndonesi a.

—

Bagi an Keenpat
Per set uj uan dan Penol akan Per nohonan 1zin

Pasal 8

Dal am jangka waktu paling lama 90 (senbilan puluh) hari sejak
diteri manya pernohonan izin penelitian dan pengenbangan secara
| engkap, Menteri harus nenjawab pernohonan izin penelitian dan
pengenbangan yang ber sangkut an.

Pasal 9

Dal am hal pernmohonan izin penelitian dan pengenbangan ditol ak,
Menteri  nenyanpai kan penol akan tersebut secara tertulis kepada
perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng,
badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan disertai
dengan al asan-al asan penol akannya.

Pasal 10

Dal am hal pernmohonan izin penelitian dan pengenbangan di set uj ui
Ment eri  nenyanpai kan persetujuan tersebut secara tertulis kepada
perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng,
badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan dengan
t embusan kepada pi npi nhan instansi penerintah yang berwenang.

Bagi an Kel i ma
Jangka WAkt u dan Per panj angan |zin

Pasal 11

lzin penelitian dan pengenbangan diberikan untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 12

Jangka waktu izin penelitian dan pengenbangan sebagai nana
di meksud dal am Pasal 11 dapat diperpanjang paling banyak 2
(dua) kali secara berturut-turut untuk masing-nmasing jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Per panj angan jangka waktu izin penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di meksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
ol en  perguruan tinggi asi ng, | enbaga penelitian dan
pengenbangan asi ng, badan usaha asi ng, dan orang asi ng kepada
Menteri disertai al asan-al asannya,

Per rohonan perpanjangan izin penelitian dan pengenbangan
di l anpi ri dengan kel engkapan persyarat an sebagai nana di naksud
dal am Pasal 6, serta penjelasan keuntungan Kkegi atan
penel i tian dan pengenbangan bagi Bangsa | ndonesi a,

Per rohonan perpanjangan izin penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di maksud pada ayat (2) sudah harus diterim ol eh
Menteri sel anbat-|anbatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum
berakhi rnya jangka waktu izin penelitian dan pengenbangan
yang ber sangkut an,

Menteri dapat menyetujui atau nenolak perpanjangan izin
penelitian dan pengenbangan yang dinohonkan ol eh perguruan
tinggi asing, |lenbaga penelitian dan pengenmbangan asing,
badan usaha asi ng, dan orang asing,

Bagi an Keenam
Bi aya Peri zi nan

Pasal 13

Setiap permohonan izin penelitian dan pengenbangan ol eh
perguruan tinggi asing, |enmbaga penelitian dan pengenmbangan
asing, badan usaha asing, dan orang asing dikenakan biaya
i zin penelitian dan pengenbangan,

Besarnya biaya izin penelitian dan pengenbangan sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan
Per undang- undangan.

Biaya izin penelitian dan pengenbangan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) merupakan penerinmaan negara bukan paj ak,

BAB |11
LEMBAGA PENJAM N DAN M TRA KERJA

Pasal 14

Perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan usaha asing, dan orang asing yang nel akukan
kegi atan penelitian dan pengenbangan harus nenpunyai | enbaga
penjam n dan mtra kerj a.

Konpet ensi dan kel ayakan sebagai | enbaga penjamn dan mtra
kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim
koor di nasi .



Pasal 15

Lenbaga penjam n sebagai mana di maksud dal am Pasal 14 bertanggung
jawab terhadap perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan
pengenbangan asing, badan usaha asing, dan orang asing selana
berada di wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
nmel aksanakan kegi at an penelitian dan pengenbangan.

Pasal 16
Mtra kerja sebagai mnana di naksud dal am Pasal 14 bertanggung jawab

atas pel aksanaan kegiatan penelitian dan pengenbangan yang
di | akukan.

Pasal 17
Persyaratan nenpunyai |enbaga penjamn bagi perguruan tinggi
asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha

asing, dan orang asing untuk nenperoleh izin penelitian dan
pengenbangan dapat di kecualikan dalam hal mtra Kkerja yang
bersangkutan mem liki konpetensi dan kel ayakan sebagai |enbaga
penj am n.

BAB |V
PELAPORAN DAN PELAKSANAAN
KEGQ ATAN PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 18

Perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asing,
badan usaha asing, dan orang asing yang telah nenperoleh izin
penel i ti an dan pengenbangan nel apor kan kedat angan dan naksud unt uk
mel akukan kegi atan penelitian dan pengenbangan kepada gubernur,
wal i kota/ bupati dan Kepolisian Negara Republik Indonesia d

wi | ayah t enpat di | aksanakannya kegi at an penelitian dan
pengenbangan.

Pasal 19

(1) Perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan usaha asing, dan orang asing harus nel aporkan
hasi| pel aksanaan kegi atan penelitian dan pengenbangan yang
di | akukan kepada Menteri secara berkal a.

(2) Ketentuan lebih lanjut nengenai pelaporan hasil pelaksanaan
kegi atan penelitian dan pengenbangan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan wusaha asing, dan orang asing hanya dapat
nmel akukan kegi atan penelitian dan pengenbangan sesuai dengan
i zin penelitian dan pengenbangan yang di beri kan.

(2) Perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan



asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagai mana
di maksud pada ayat (1) tidak dapat nenbawa sanpel dan/ atau
spesi men bahan penelitian dan pengenbangan keluar w | ayah
Negara Kesatuan Republik |ndonesia, kecuali ditentukan |ain
ol eh Perat uran Perundang- undangan.

Pasal 21

Dal am  nel aksanakan kegi at an penelitian dan pengenbangan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 20 ayat (1), perguruan tinggi
asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha
asing, dan orang asing tetap nenghormati adat istiadat dan
nor ma- nor ma kebudayaan yang berlaku di tenpat kegiatan penelitian
dan pengenbangan

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Penerintah nelakukan pengawasan atas pelaksanaan kegi atan
penelitian dan pengenbangan yang dilakukan ol eh perguruan
tinggi asing, |lenbaga penelitian dan pengenbangan asing,
badan usaha asing, dan orang asing sesuai dengan ketentuan
Per at ur an Per undang- undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut nmengenai pengawasan atas pel aksanaan
kegi atan penelitian dan pengenbangan sebagai nana di maksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
SANKSI

Pasal 23

(1) Pelanggaran ketentuan sebagai mana di naksud dalam Pasal 14
ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan
ayat (2) dan/atau Pasal 21 di kenakan sanksi adm nistratif.

(2) Pengenaan sanksi adm nistratif sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dapat berupa :

teguran |1 san;

b. t egur an tertulls;

C. penber henti an senmentara kegi atan; atau

d. penbatal an dan/atau pencabutan izin penelitian dan
pengenbangan.

(3) Pengenaan sanksi admnistratif berupa penbatalan dan/atau
pencabutan izin penelitian dan pengenbangan sebagai mana
di maksud pada ayat (2) dil aksanakan ol eh Menteri.

(4) Ketentuan | ebi h | anj ut nmengenai pengenaan sanksi
adm ni stratif kepada perguruan tinggi asi ng, | enbaga
penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing, dan
orang asi ng sebagai mana di naksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.



Pasal 24

Pel anggar an sebagai mana di maksud dal am Pasal 16 dapat di kenakan
sanksi adm nistratif berupa teguran |I|isan dan/atau teguran
tertulis.

Pasal 25

Pengenaan sanksi admnistratif kepada perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing, dan
orang asing sebagai mana di naksud dalam Pasal 23, dilaksanakan
dengan tidak nmengurangi kermungki nan kepada yang bersangkutan
di kenakan sanksi hukum | ai nnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Per undang- undangan.

BAB VI |
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 26

lzin penelitian bagi Oang Asing yang dikeluarkan ol eh Kepala
Lenbaga |l mu Penget ahuan | ndonesi a berdasarkan Keputusan Presiden
Nonor 100 Tahun 1993 tentang lzin Penelitian Bagi Oang Asing
sebel um berl akunya Peraturan Penerintah ini, nmasih tetap berlaku
sanpai dengan berakhirnya jangka waktu izin penelitian yang
ber sangkut an.

Pasal 27

Per rohonan izin penelitian oleh orang asing kepada Kepal a Lenbaga
I I mu Penget ahuan | ndonesi a sesuai dengan Keputusan Presiden Nonor
100 Tahun 1993 tentang I1zin Penelitian Bagi Orang Asing pada saat
ber | akunya Per at ur an Peneri nt ah ini, tetap di proses
penyel esai annya dengan nenyesuai kan pada ket entuan dal am Per at uran
Permerintah ini.

BAB VI 1|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Pada saat Peraturan Penerintah ini nulai berlaku, Keputusan
Presiden Nonmor 100 Tahun 1993 tentang lzin Penelitian Bagi
Orang Asing dicabut dan di nyatakan tidak berl aku.

(2) Senua Peraturan Perundang-undangan yang nerupakan peraturan
pel aksanaan dari Keputusan Presiden Nonor 100 Tahun 1993
tentang lzin Penelitian Bagi Oang Asing dinyatakan nmnasih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Permerintah ini.

Pasal 29

Peraturan Penerintah ini nmnulai berlaku setelah 1 (satu) tahun
sej ak tanggal pengundangan.



Agar

setiap orang nengetahui nya, nmener i nt ahkan pengundangan

Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desenber 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

Dr. H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

D undangkan di Jakarta
pada t anggal 15 Desenber 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A

REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
HAM D AWALUDI N
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 104
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A

NOVOR 41 TAHUN 2006
TENTANG

PERI ZI NAN MELAKUKAN KEG ATAN PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN BAG
PERGURUAN TI NGE ASI NG LEMBAGA PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN

ASI NG BADAN USAHA ASI NG DAN ORANG ASI NG
UMUM
Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nonor 18 Tahun 2002 tentang
Si stem Nasi onal Penelitian, Pengenbangan, dan Penerapan || nu
Penget ahuan dan Teknol ogi, nenetapkan bahwa perguruan tingg
asi ng, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng, badan usaha

asing, dan orang asing yang tidak berdomsili di |ndonesia
yang akan nel akukan kegi atan penelitian dan pengenbangan di
| ndonesia harus nendapatkan izin tertulis dari |enbaga

peneri ntah yang berwenang. Selanjutnya Pasal 17 ayat (5)
menegaskan bahwa perizinan bagi perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng, badan usaha asing,
dan orang asing dalam nelakukan kegiatan penelitian dan
pengenbangan di | ndonesia diatur dengan Peraturan Penerintah.
Undang- Undang tersebut menegang peran strategis dal am
penbangunan il nmu pengetahuan dan teknologi, dan nenberikan
arah pengaturan guna nmewj udkan tuj uan menper kuat daya dukung
il mu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan menpercepat
pencapai an tujuan negara, serta neningkatkan daya saing dan
kemandi ri an dal am nenperjuangkan kepentingan negara dalam
per gaul an i nt ernasi onal . D sanpi ng itu, Undang- Undang
t ersebut nerupakan | andasan hukum bagi penbent ukan peraturan
per undang- undangan di bi dang penbangunan il nmu penget ahuan dan



t eknol ogi

Peraturan Penerintah ini berdasarkan pem kiran bahwa
penbangunan il mu pengetahuan dan teknol ogi dalam kerangka
si stem nasi onal penelitian, pengenbangan, dan penerapan il mnmu
penget ahuan dan teknologi tidak terlepas dari kerja samma
internasional ilnmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini
di sadari nengi ngat sebagi an besar kenmajuan il nm penget ahuan
dan teknologi terjadi di negara-negara maju. Sejalan dengan
hal tersebut, kerja sama internasional yang dilakukan ol eh
semua unsur kel enbagaan ilnmu pengetahuan dan teknol og

di | aksanakan unt uk nmeni ngkat kan alih teknol ogi dari
negara-negara |ain serta neningkatkan partisipasi kehi dupan
masyar akat il m ah internasional.

Sal ah satu bentuk kerjasama internasional tersebut adalah
penel i ti an dan pengenbangan, yang dil akukan ber sama perguruan
tinggi asing, |enbaga penelitian dan pengenbangan asing,
badan usaha asing, dan orang asing di w layah Negara Kesat uan
Republ ik 1ndonesia. Kerjasama penelitian dan pengenbangan
tersebut antara lain dilaksanakan berdasarkan Keputusan
Presiden Nonmor 100 Tahun 1993 tentang lzin Penelitian bagi
Orang Asing. Dengan berl akunya Undang- Undang Nonor 18 Tahun
2002, maka perizinan bagi perguruan tinggi asing, |enbaga
penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing, dan
orang asing dalam nelakukan Kkegiatan penelitian dan
pengenbangan di Indonesia perlu diatur kenbali dengan suatu
Per at ur an Peneri nt ah.

Di sanmping itu, kenyat aan nenunj ukkan bahwa kegi at an
penelitian dan pengenmbangan oleh perguruan tinggi asing,

| enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing,

dan orang asing yang dilaksanakan tidak berdasarkan
persyaratan yang telah ditetapkan atau dilaksanakan tanpa
mem | i Ki i zin sebagai mana  nesti nya. Hal itu dapat

mengaki bat kan kekayaan hayati dan non-hayati, artefak, dan
harta karun yang dimliki oleh Negara Kesatuan Republik
| ndonesi a di manfaat kan secara tidak bertanggung jawab ol eh
pi hak asing. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengenbangan
tersebut juga berpotensi untuk neninbul kan wabah, nerusak
fungsi |ingkungan hidup, gangguan sosi al kenmasyarakatan, atau
gangguan lain yang nerugi kan. Oeh karena itu, pengaturan
soal ini nutlak diperlukan untuk menghindari adanya kegiatan
penelitian dan pengenbangan perguruan tinggi asing, |enbaga
penelitian dan pengenmbangan asing, badan usaha asing, dan
orang asing, yang nmerugi kan masyarakat dan Negara Kesatuan
Republ i k | ndonesi a.

Unt uk nel aksanakan ketentuan Undang-Undang Nonor 18 Tahun
2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengenbangan, dan
Penerapan |l mu Penget ahuan dan Teknol ogi tersebut, dan dal am
rangka penbangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam
Peraturan Penerintah ini di t et apkan ber bagai ket ent uan
mengenai penelitian dan pengenbangan ol eh perguruan tinggi

asi ng, |enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng, badan usaha
asi ng, dan orang asing yang dil akukan di dal am w | ayah Negara



Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut nerupakan
pedonman bagi para | enbaga dan/atau peneliti asing yang hendak
mel akukan penelitian dan pengenbangan di | ndonesi a.

Dengan menper hat i kan sepenuhnya semangat kerj asama
i nt er nasi onal di bidang penelitian dan pengenbangan,
Peraturan Penerintah ini nmenet apkan ber bagai ket ent uan
persyaratan yang sederhana dan | ayak, kewajiban dan | arangan
yang harus ditaati oleh |enbaga dan/ atau peneliti asing,
mtra kerjanya, serta |enbaga penjam n kegiatan penelitian
dan pengenbangan

Hal itu tidak dinmaksudkan untuk rmenghanbat kegi at an
penelitian dan pengenbangan oleh perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asi ng, badan usaha asing,
dan orang asing yang dilakukan di wlayah Negara Kesatuan
Republ ik Indonesia, tetapi untuk nelindungi masyarakat,
bangsa, dan negara dari kegiatan dan/atau kenungki nan
kerugi an yang ditinbul kan sebagai akibat adanya kegi atan
penel i ti an dan Pengenbangan yang di | akukan.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1
Cukup j el as.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Kewenangan penberi an i zin penelitian dan
pengenbangan bagi perguruan tinggi asing, |enbaga
penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha
asing, dan orang aging oleh Menteri dinaksudkan
unt uk nenpernudah dan nenpercepat proses penberian
izin penelitian dan pengenbangan dengan tidak
mengesanpi ngkan kewenangan i nstansi peneri nt ah
yang berwenang
Ayat (3)
Penilaian terhadap sifat kerugian yang dapat
di ti nbul kan dari kegi at an penelitian dan
pengenbangan di maksudkan unt uk nmenghi ndar kan
adanya kegiatan penelitian dan pengenbangan ol eh
perguruan tinggi asing, |lenbaga penelitian dan
pengenbangan asing, badan usaha asing, dan orang
asi ng yang nerugi kan rmasyarakat atau negara karena

a. kegi at an t er sebut dapat nmengaki bat kan
kekayaan hayati dan non hayati, artefak, dan
harta karun yang dimliki ol eh negara
di manf aat kan secara ti dak bertanggung j awab.

b. kegi atan tersebut ber pot ensi meni nbul kan
wabah, nmerusak  fungsi I i ngkungan  hi dup,
gangguan sosi al kenmasyarakatan, atau gangguan
I ai n yang nerugi kan.

Pasal 3
Cukup j el as.



Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

4

Ayat (1)
Peni | ai an atas obyek perizinan dan sifat kerugian
yang dapat ditinbulkan dari kegiatan penelitian
dan pengenbangan ol eh i nst ansi peneri nt ah
di | akukan berdasarkan kemanpuan dan konpetensi nya
dal am nenilai obyek perizinan dan sifat kerugian
yang nungkin ditinbul kan. Penilaian tersebut
nmel i bat kan banyak instansi penerintah. O eh karena
itu, untuk kesatuan gerak dan sinkronisasi dalam
pel aksanaannya di perlukan satu koordinasi dengan
nmenet apkan Ment eri unt uk nmengkoor di nasi kan
pel aksanaan penilaian tersebut dengan instans
terkait.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Ayat (3)
Ti m koordi nasi rmnerupakan wakil-wakil dari instansi
peneri nt ah yang ber wenang, unt uk mel akukan
peni | ai an atas obyek perizinan dan sifat kerugian
yang dapat ditinbul kan dari kegiatan penelitian
dan pengenbangan oleh perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan
usaha asing, dan orang asi ng.

Ayat (4)
Cukup j el as.

5

Cukup j el as.

6

Cukup j el as.

7

Huruf a

Yang di naksud dengan "keterangan nengenai perguruan

tinggi asing, lenbaga penelitian dan pengenbangan

asi ng, badan usaha aging dan orang asing" yaitu antara
| ai n keterangan nengenai nama, alamat, kedudukan atau
st at us hukum  per guruan tinggi, asi ng, | enbaga
penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha asing
yang ber sangkut an.

Sedangkan wuntuk orang asing yaitu keterangan diri
nmengenai orang. asing yang bersangkut an.

Huruf b

Bagi perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan
pengenbangan asi ng, dan badan usaha sing dipersyaratkan
mencant unkan peneliti dalam kegi atannya di [|ndonesi a.

Selain keterangan diri nengenai peneliti tersebut juga
di cantunkan Kketerangan nengenai status atau hubungan
dengan perguruan tinggi asing, |enbaga penelitian dan
pengenbangan asing dan badan usaha asing yang
ber sangkut an.

Huruf c
Cukup j el as.



Huruf d
Cukup j el as.
Huruf e
Cukup j el as.
Hur uf f
Cukup j el as.
Pasal 8
Cukup j el as.
Pasal 9
Cukup j el as.
Pasal 10
Yang di maksud dengan "pi npi nan instansi penerintah yang
berwenang"” adalah pinpinan instansi penerintah yang
berwenang dengan obyek dan bidang kegi atan penelitian
dan pengenbangan yang akan di kel uar kan.

Pasal 11
Cukup j el as.
Pasal 12
Cukup j el as.
Pasal 13
Cukup j el as
Pasal 14
Cukup j el as.
Pasal 15
Yang di maksud dengan "bertanggung | awab" adal ah

tanggung jawab |enbaga penjamn terhadap kegi atan
penelitian dan pengenbangan yang dil akukan ol eh
perguruan tinggi asi ng, | enbaga penelitian dan
pengenbangan asi ng, badan usaha asing, dan orang asing
sel ama yang bersangkutan nel akukan kegi atan penelitian
dan pengenbangan di Negara Kesatuan Republik I ndonesi a.
Dal am nel aksanakan tanggung jawabnya, |enbaga penjann
nmel akukan penmant auan dan pengawasan terhadap perguruan
tinggi asing, lenbaga penelitian dan pengenbangan
asi ng, badan usaha asing, dan orang asing agar yang
ber sangkut an mel akukan kegi at an penelitian dan
pengenbangan sesuai dengan i zin yang di beri kan.

Pasal 16
Yang di maksud dengan "bert anggung | awab at as
pel aksanaan kegi atan dan pengenbangan yang dil akukan”
adalah mtra kerja dengan perguruan tinggi asing,
| enbaga penelitian dan pengenbangan asing, badan usaha
asing, atau orang asing yang nenjadi mtra Kkerjanya
secara bersanma-sana nel aksanakan Kkegiatan penelitian
dan pengenbangan sesuai dengan kesepakatan kerjasama
dan izin penelitian dan pengenbangan yang di beri kan.

Pasal 17
Cukup j el as.

Pasal 18
Cukup j el as.

Pasal 19
Cukup j el as.

Pasal 20
Ayat (1)



Ayat

21
Cukup
22
Cukup
23
Cukup
24
Cukup
25
Cukup
26
Cukup
27
Cukup
28
Cukup
29
Cukup

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Cukup j el as.

(2)

Ket ent uan Per at ur an Per undang- undangan yang
di maksud dalam Pasal ini antara lain adalah
Undang- Undang Nonor 4 Tahun 2006 t ent ang
Pengesahan International Treaty on Plant Cenetic
Resources for Food and Agriculture (Perjanjian
Mengenai Sunber Daya Geneti k Tanaman untuk Pangan
dan Per t ani an) yang di dal ammya t er dapat
pengaturan mnengenai Material Transfer Agreenent

(Perjanjian Pengali han Bahan) yang nenperbol ehkan
pertukaran sanpel dan/atau spesinmen antar negara
unt uk kepentingan penelitian.

j el as.

j el as.

j el as.

j el as.

j el as.

j el as.

j el as.

j el as.

j el as.
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